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�ASA- 

Menimbang 

DEN GAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA, . 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 14  Undang-undanq 

, :  

l '  

Mengingat 

.  Nomor 32 !ahun 2004 ten1ang Pemerintahan Daerah (sebagaimana 
\ lelah diubah terakhir kali denqan Undang-Undang Nomor 1 2  Tahun 

\ 

2008)
1  

perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang 
Kerjasama Desa. 

1 .  Undang-undang Nemer 29 Tahun - 1 959  tentang Pernbentukan 
Daerah-Daerah Tingkat I I  d i  Sulawesi (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1 9 5 9  Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nornor 1822) ;  

2. Undang-Undang Nomor 1 O Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara · · �epubl ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republ ik Indones ia Nomor 4389; ;  

3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
1 25 ,  Tambahan l.ernbaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kal i ,  terakhir dengan Undang 
Undang Nomor  1 2  Tahun 2008 tentanc · Perubahan Kedua Atas 
Undang-U ndang Norn or 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan 
Daerah (Lembaran Neqara -Repub l ik Indones ia Tahun 2008 Nomor 
59 ,  Tambahan Lembaran l  Negara Repub l ik  Indonesia Nomor 4844); 

4 .  Peraturan Pemer intah Nomor 72 Tahun 2005 tentang . Desa 
(Lembaran Negara Republ ik Indones ia Tahun 2005 Nomor 1 58 ,  
Tambahan Lemba ran Negara Repub l ik lndonesia Nomor  4587) ;  

.  I  5 . '  Peraturan . .  ��- . 

IN.A 

., QT!!" 
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4. Dewan . .  �.":' . 

c-., �'-SC. 
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Pasal 1 

B A B !  

KETENTUAN UMUM 

I  

�  .  

Negara Republ ik Indonesia Nomor-4737);  

6 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 1 5  ·  Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Prociuk Hukum Daerah: 

7. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 1 6  Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah; 

8 . .  Keputusan Menteri Dalam Negeri· Namer 64 Tahun 1 .999 tentang 

Pedoman Umum Pengaturari Mengenai Desa; 

9. Peraturan Daerah · kabupaten Mlnahasa . N o rn o r  1 ·  Tahun 2008 

tentang Urusan Pernejintahan Wajib dan Pi l ihan yang menjadi 

· Kewenanqan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Minahasa tahun 2008 Nomor 2); dan 

1 o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Kecamatan dan 

Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa 

. . . tahun 2008 Nomor 12) .  

Urusan Pemerintahan Antara · Peinerlntah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi , Gian Pemerintahan. Daerah Kabupaten (Lernbaran Negara 
.. 

-A: . Republik Indones ia· Tahun 2007 .Nornor ?2, Tambahan Lembaran 

\ 

BUPAT I  MINAHASA 

5. Peraturan Pemerintah· Nomor 38 . tahun 2007 -tentang · Pembag ian 

- 2 - 

\ 

Dengan Persetujuan Bersama :  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN MINAHASA 

dan 

3.  Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa. 

Da lam Peraturan Daerah in i  yang dimaksud dengan :  

1 .  Daerah adalah Kabupaten Minahasa. 

2 .  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa. 
.  .  I  .  

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN.  MINAHASA TENTANG 

KERJASAMA DESA 

... 

.. . 



\ 
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Bupati mel 

Pasal 2 

L _ 

(3) Untuk � . 

;  I  

( 1 )  Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai 
kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Peraturan Bersama 

.  I  

yang di lakukan Hukum Tua setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan 
kepada Bupati mela lu i  Carnat . .  

.  .  

(2) · ·  ·  Desa dapat melakukan kerjasarna dengan pihak ketiga dan ditetapkan · daiam 
peraturan bersama setelah mendapat persetuiuan BPD dan dilaporkan kepada 

BAB I I  
RUANG LINGKOP 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
I . 

Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Minahasa. 
5. damati adal�h Peranqkat Daerah yang_ rnernpunyai wilayah kerja di tingkat 

Kecarrfatan dalarn Kabupaten Miriahasa. 
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukurn yang memil iki  batas-batas wilayah 

yang, berwenang untuk mengatur dan menqurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan ada_t istiadat setempat yang diakui dan 

d ihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republ ik Indonesia dan 
berada di daerah Kabupaten Minahasa .  

7. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Hukum Tua dan 
Perangkat Desa sebaqai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

·  8 .  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan ·  pemerinta:han oleh 
Pemer intah Desa dan Badan Perrnusyawaratan Desa dalam mengatur .  dan 

mengurus kepentinqan rnasyarakat seteinpat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang .d iakui dan dihorrnati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia .  

9 .  Badan Perrnusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD ,  adalah lembaga yang 
merupakan per:wu judan demokrasl dalam penyelenqqaraan pemerintahan desa 

sebagai unsur  penye lengga ra pernerintahan desa. 

1 O .  Kerjasama Desa ada lah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan 

forma l  antara desa atau desa dengan p ihak ket iga untuk bersama-sama 
melakukan keqlatan usaha guna mencapa i  tujuan tertentu. 

1 1 .  Persel isihan adalah perbedaan pend a pat yang menimoulkan konflik · antar desa 
,  .  I  •  .  I  

atau desa dengan p ihak ket iga dalam melaksanakan kerjasama . '\. 

AHUl I 
FOTOCOPYTE.J.AH SA EBE RAN A 

IOJN !WI! DEMGliN ASl.1NYA 
T.lNGGAL d:- *-�- �c:Al).- 

illBATilH EAGIAN l<UP.1 0 
f"l:RUNDA!' IG • UNOAAGAI I 
� 

r. .•.....••.. 
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(3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) 
; .  .  

dapat dibentuk Sadan Kerjasama. 

BAB m 

BENTUK KERJASAMA 

Pasal 3 

· ( 1 )  Kerjasama Desa dapat di lakukan antara : 

a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan; 

b. · Desa denqan desa, la in kecamatan; dan 

c. Desa dengan p ihak ketiga. 

(2) Kerjasama desa ditetapkan da larn Peraturan Bersarna .setelah mendapat 

persetujuan BPD ,  di laporkan kepada Bupati mela lu i  Camat. 

\ 

I  

a. Bidang .�.-- .  

.,, 
... 
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.BAB IV 

BIDANG KERJASAMA 

Pasal 5 

B A B V  

TAT A CARA KERJASAMA 

memperhatikan kelestarian l ingkungan.  

a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa; 
I  

c. Bidang Kesehatan; 

d. Bidang Sosial Budaya; .  

e. B idang Ketentraman dan Ketertiban; dan 

f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan 

'  

b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan; 

( 1 )  Rencana kerjasama terlebih dahu lu  dibahas dalarn rapat rnusyawarah desa 

dengan Badan Permusyawaratan Desa antara la in :  

Pasal 4 

( 1 )  Bidang Kerjasama Desa mel iput i  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, · 

pembangunan dan kemasyarakatan. 
;. 

(2) Bidang Kerjasama sebaga imana d imaksud ayat ( 1 )  rneliput i  :  

£-1:..... 



BAB VII I  . .  ��.-:- . 

BAB VII 

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAIVIA 

Pasa l7  

( 1 )  Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada , Pasal 6 Ayat ( 1 )  dapat 

rnembentuk Sekretariat. 

GEESJE TO�.'�-�N. SH MSC. 
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s.AJs v1 
I  .  .  

SADAN, KERJASAMA 

d. Biaya"1)elaksanaan kerjasama. 

a. Bidang kerjasama; 
{  

b. Jangka waktu kerjasama; 
I 

c. Hak dan kewajiban salarn kerjasarha; 
� 

dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama. 

"  "  r-  120C'i 
'---�- 

Hasi l  ·  rnusyawarah des a ·  sebaqairnana d,imaksud ayat (1 ) ,  dibahas - oersama 

dengan desa atau p ihak ketiga yang akan melakukan kerjasarna untuk disepakati 

. Pasal 8 

( 1 )  Perubahan, penundaan dan pernbatalan terhadap bidanq kerjasama sebagaimana 

d imaksud Pasal 4 di lakukan oleh Hukum Tua yang rnelakukan kerjasama, dan 

ditetapkan dengan Keputusan Bersama Hukum Tua setelah mendapat 

persetujuan BPD masing-masing.  

(2) Keputusan Bersama Hukum Tua .sebagaimana dimaksud ayst ( 1 )  di laporkan 

kepada Bupati melalui  Camat 

I  

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat ( 1 )  bertugas _ _  mernbantu 

pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama .  ·  l 

(3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama. 

Pasa l6 

(  1 )  Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dlrnaksud Pasal 3 dapat dibentuk 

Badan Kerjasarna. 

(2) Badan Kerjasama dimaksud pada Ayat ( 1 )  terdiri dar i unsur  Pemerintah Desa, 

Lembaga ·Kemasyarakatan Desa dan .tokoh masyarakat dari desa yang 

mengadakan kerjasama. 

(3) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana keqiatan dan pelaksanaannya. 

(2) 

dan 
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Pasal 1 1  

r  ,  ,  
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Pasa l9  

BABVIII 

BIAVA PELAKSANAAN,KERU 

diselesaikan oleh Carnat dan bersifat final . ·  

(2) Persel is ihan kerjasama antar desa pada kecarnatan . yang berbeda dalam satu · 

kabupaten difasilitasi dan diselesa.ikan oleh Bupati dan bersifat final. 

BABX.  . .  �·.7 • . • • • • . • • . .  

Pasal 1 0  

BAB IX 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN' 

Pasal 1'2 

( 1 )  Persel is ihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecarnatan difasilitasi 

dan diselesaikan oleh Camat. ·  

(2) Persel is ihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda 

dalam satu kabupaten .difasil itasi dan diselesaikan oleh Bupati .  

(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian. perselisihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ·ayat (2) dapat mengajukan .penyelesaian ke 

pengadi lan .  

\  

( 1 )  Persel is ihan kerjasama antar desa dalam satu · kecamatan difasil itasi dan 
... 

I  

Penyelesaian persel is ihan antar desa dan desa denqan pihak ketiga· di laksanakan 

secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD,  dan dapat ditambah dari 

unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat. 

( 1 )  Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dlbsbankan pada desa yang melakukan 

kerjasama dengan pengelo laan keuangan dipertanggugjawabkan oleh masing 

masing Hukum Tua. 

(2) B iaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan 

peraturan bersarna antara kedua belah pihak dan penqelolaan keuangan 
· .  .  .  

dipertanggungjawabkan rnaslng-rnasinq.  

(3) Dalam hal dibentuk Badari Kerjasania , maka pengelolaan ksuanqan, 

dipertanggung jawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Hukum Tua masinq 

masing dan pihak ketiga. 

.. 
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P a s a l  1 3  

B A B X I  
PENOTUP 

B A B X  

P E R A N  B A D A N  P E R M U S Y A W A R A T A N  D E S A  
D A L A,M  KERJASAMA:ANTAR.OESA- 

P a s a l  1 4  
P e r a t u r a n  D � e r a h  i n i  m u l a i  b e r l a k u  pada t a n g g a l  d i u n d a n _ g k a n .  

A g a r  s e t i a p  o r a n g  d a p a t  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n  p e n q u n d a n q a n  P e r a t u r a n  
D a e r a h  i n i  d e n g a n  p e n e m p a t a n n y a  d a l a m  L e m b a r a n  Daerah . ..u.., - 

Pit. SEKRETARIS D 

r e n c a n a  K e r j a s a m a  D e s a ;  
b .  m e n g a d a k a n  p e n g a w a s a n  t e r h a d a p  p e l a k s a n a a n  K e r j a s a m a  D e s a .  

Dr :  w· u KAROUWAN, MM 
P E  I N A  UTAMA M U D A  
N I P .  19560728 1 9 7 8 1 2  1  002 

LEMBARA'N DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHWN 2 0 1 1  NOMOR /,; 

P e r a n  B P D  d a l a m  K e r j a s a m a  D e s a  < 

a .  m e m b e r i k a n  p e n d a p a t  d a n  p e rt i m b a n g a n  k e p a d a  P e m e r i n t a h  D e s a  t e r h a d a p  ·  
I  

l  
•  t  

! 
. I  

i  

I  D i u n d a n g k a n  d i  T o n d a n o  
Pada tanggal Lr- A-ptzl ,;}-0l1l. 

.. ... 
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A y a t ( 1 )  

sebaqai pelaksanaan amanat Uridang-Undang nornor 32 Tahun 2004 Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentanq Desa. 

I I .  P A S A L  D E M I  PASAL 

Pasal 1  

Cukup jelas.  ·  
Pasal 2 

Dalam ketentuan in i  kerjasarna dapat cl lakukan dengan membentuk 
perjanjian bersarna a"tau. membentuk peraturan bersarna. 

Yang dimaksud de.ngan "rnendapat · persetujuan BPD' 1  dalam 
ketentuan in i  adalah persetujuan tertul is dari BPD" .. setelah diadakan 

, rapat khusus untuk mernbahas hal. tersebut.ss; - 

PENJELASAN 

ATAS . .  

fERATURA� DAERAH KABUPATEN MINAHASA 
-� NOMOR TAHUN 2011  

TENT ANG 
KERJASAMA DESA · 

I .  U M U M  ,  
Dalam rangka menciptakan good governance maka suatu negara hendaknya 

mampu mendekatkan unsur Pemerintah ,  unsur swasta maupun masyarakat. Hubungan 

s inerg is antara masyarakat ,  pemerintah dan swasta rnenjadi penting dan strategis, d i  

mana pemerintah dipos isikan dan sebagai fasilitator , sedangkan tuqas pembangunan ·  
menjad i  tanggung jawab bersarna termasuk dunia usaba dan masyarakat, Substansl 

.  '  

pemahaman ini adalah penciptaari berbagai pe luang kernltraan ataupun kerjasama 
. .  .  

antar pemerintah ,  maupun dengan pihak ket iga , yang d i implementas ikan hingga tataran 
pemer intah terendah, ya itu Pemerintah Desa. 

· ·sentuk kemitraan atau kerjasarna ideal yang ingin diwujudkan adalah kerjasama 

antara pemerintah desa , masyarakat , swasta, organisasi massa ,  orqanisasi politik, 

organ isasi protesi dan LSM. Kerjasama ·antar desa maupun dengan p ihak ·  ketiga 

bertujuan untuk meningkatkan akseleras i  pernbanqunan desa demi pencapa ian 

. kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ranpka memberi jam inan dan 

kepastian hukum ,  maka kerjasama desa i n i  perlu di landasi  ·  oleh Peraturan Daerah, 
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\ 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 3 1  

Ayat (1.,, 

Yci'ng dimaksud dengan "pihak ketiga". antara lain lembaga, badan 

hukum dan perorangan di  luar Pernerintah Desa. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  '  

Ayat (2) 

Cukup je las�, . 

1198601 ' 

-.� '� rot�s("'I AN .<::  l  MSC 
- -- ---  
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Ayat ( 1 )  

Ayat (3) 

Pasal to 

Cukup jelas. 

Pasal 1 1  

Ayat ( 1 )  

P a s a l 9  

Bersifat final artinya keputusan yang dihasi lkan merupakan 

keputusan terakhir. 

P a s a l 6  

·  Cukup je las .  

P a s a l 7  

Pernberdayaan masyarakat ditujukan untuk rnenquranqi pengangguran, 

memanfaatkan potensi sumberdaya manusia dan untuk menfngkatkan 

· jiwa/rasa memi l i k i  terhadapkawasan perdesaan yang sedang d ibangun.  ·  

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasa l4  

PembenJ�an Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan 

memp.erhatikan cakupan objek kerjasama, · pembiayaan atau kompleksitas 

jenis kegiatan. 

Pasa l5  

Cukup jelas .. 

.. 
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Pasal 1 2  

Aya't ( 1 )  

Cukup jelas. 

Ayat (21 

Cukup jelas , 

Ayat (3) 

Dalam ha! per.karc;1 pengadi lan,  pemerintah desa dapat diwakil i oleh 

pihak yang ditunju'k oleh Hukum Tua.' 

Pasal 1 3  

Cukup je!as. 

Pasal 1 4  

Cukup jelas. �. _ 
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